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ABSTRAK

Hamid, Juli Dwi Purnamawati. 2024. Strategi Pemberdayaan Ekonomi
Masyakat Melalui Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan di
Kabupaten Malang. Tesis, Program Studi Magister Manajemen. Pascasarjana
Universitas Islam Malang.

Pembimbing: Dr. Pardiman, S.E., M.M. dan Dr. Supriyanto, M.Pd.

Kata Kunci: Strategi Pemberdayaan Ekonomi, Sertifikasi Hak Atas Tanah,
Pembudidaya Ikan, Kabupaten Malang

Penelitian ini mengenai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pembudidaya
Ikan melalui Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHATKAN) di
Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis
pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya lkan (SEHATKAN) dalam
memberdayakan ekonomi Pembudidaya Ikan dan melihat bagaimana penerapan
Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) berdampak pada
peningkatan ekonomi pembudidaya ikan di Kabupaten Malang. Dasar Hukum
Pelaksanaan adalah Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor: 12/MEN- KP/KB/V11/2011; Nomor: 9/SKB/V11/2011 tentang
Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah, dan Masyarakat Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil serta Legalisasi aset Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah Penelitian ini dilakukan
di Dinas Perikanan Kabupaten Malang dan lokasi program Sertifikasi Hak Atas
Tanah Pembudidaya Ikan, sebagai key informan ialah Kepala Dinas Perikanan,
Kepala Desa dan Pembudidaya Ikan peserta program Sertifikasi Hak Atas
Tanah Pembudidaya Ikan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode
wawancara, survei dan observasi kepada responden penelitian. Data dianalisa
menggunakan metode kualitatif. Setelah dilakukan penelitian ditemukan
bahwa Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya lkan (SEHATKAN) di
Kabupaten Malang dapat berjalan dengan baik. Tanah disertifikasi oleh BPN dan
dilanjutkan dengan MoU dengan lembaga dan bank untuk akses pendanaan. Tanah
yang telah bersertifikat dapat membantu modal usaha dengan kredit atau dana dari
APBN atau APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kondisi sebelum (Pra
Sertifikasi) dan sesudah (Pasca Sertifikasi) menunjukkan pengaruh yang
signifikan terhadap akses permodalan, kepemilikan aset, dan pendapatan
masyarakat di Kabupaten Malang. Dengan demikian program Program Sertifikasi
Hak Atas Tanah Pembudidaya lkan (SEHATKAN) telah berperan dalam
meningkatkan aktifitas perekonomian di Kabupaten Malang, seperti yang
ditunjukkan oleh peningkatan akses terhadap permodalan kredit bank, jumlah
kepemilikan aset, dan pendapatan masyarakat.

Juli Dwi Purnamawati Hamid
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara adalah
pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan yang ditunjukkan oleh
perubahan output negara menentukan kemajuan perekonomian (Todaro dan
Smith, 2006).

Perikanan memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia,
menyediakan mata pencaharian bagi jutaan orang serta memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Di dalam
sektor ini, pembudidaya ikan memainkan peran penting dalam memenuhi
permintaan pasar akan produk perikanan, menciptakan lapangan kerja, dan
meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah pesisir dan pedalaman.

Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, pembudidaya ikan
sering dihadapkan pada tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan
dan keberlanjutan usaha mereka. Salah satu masalah utama yang dihadapi
oleh pembudidaya ikan adalah ketidakpastian kepemilikan lahan tempat
mereka menjalankan usaha. Banyak pembudidaya ikan masih mengelola
lahan secara tradisional tanpa sertifikat hak atas tanah yang jelas, sehingga
rentan terhadap konflik lahan dan ancaman kehilangan akses ke lahan
mereka. Selain itu pembudidaya ikan sering menghadapi tantangan ekonomi

yang signifikan, termasuk akses terbatas terhadap pembiayaan,
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ketidakpastian kepemilikan tanah, dan kurangnya keamanan hukum.
Akibatnya, potensi ekonomi pembudidaya ikan seringkali tidak tercapai
secara penuh.

Menurut data Kementerian kelautan dan Perikanan dalam Statistik
PB tahun 2011 dijelaskan bahwa luas lahan Perikanan Budidaya sebagai
berikut :

1. Budidaya laut (169.292 Ha);

2. Budidaya tambak (749.220 Ha);

3. Budidaya kolam (126.382 Ha);

4. Budidaya karamba (561 Ha);

5. Budidaya jaring apung (1.294 Ha);
6. Budidaya di sawah (151.630 Ha).

Kegiatan budidaya rakyat didominasi oleh teknologi tradisional dan
hanya memiliki legalitas aset/bersertifikat sekitar 20% saja dari total lahan
milik pembudidaya ikan. Hal ini tentu saja berampak pada proses kegiatan
budidaya yang lemah disebabkan realisasi kredit ke usaha pembudidayaan
ikan rendah.

Realisasi KKP-E sebesar Rp. 165.326.510.000,- atau 17% dari total
plafén sebesar Rp. 962.298.500.000,-; dan Realisasi KUR sebesar Rp.
156.141.200.000,- atau 14,7% dari total plafon sebesar Rp.
1.059.764.140.000,-.

Kabupaten Malang, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia,

memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Di wilayah ini, banyak
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pembudidaya ikan yang aktif, termasuk pembudidaya ikan di kolam,
tambak, dan sungai, serta nelayan yang menjalankan usaha tangkap ikan.
Namun, salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pembudidaya ikan di
Kabupaten Malang adalah ketidakpastian status tanah yang mereka gunakan
untuk budidaya.

Pada dasarnya, banyak pembudidaya ikan di wilayah ini belum
memiliki sertifikat hak atas tanah yang sah. Tanpa sertifikasi tanah yang
valid, mereka berisiko kehilangan hak atas lahan mereka atau tidak dapat
mengakses sumber daya yang diperlukan untuk usaha perikanan mereka
secara legal. Selain itu, ketidakpastian kepemilikan tanah ini juga dapat
menghambat investasi dan pertumbuhan usaha perikanan.

Sejak tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Malang telah mendapatkan
fasilitas program sertifikasi hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan
hak kepemilikan yang sah kepada pembudidaya ikan di wilayah tersebut.
Program ini mencoba untuk mengatasi masalah ketidakpastian status tanah,
memfasilitasi pertumbuhan ekonomi para pembudidaya ikan, serta
mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Program sertifikasi hak atas tanah telah diakui sebagai solusi yang
efektif untuk mengatasi masalah ketidakpastian kepemilikan lahan.
Sertifikasi hak atas tanah memberikan kepastian hukum kepada
pembudidaya ikan, mengakui hak eksklusif mereka atas lahan yang

digunakan untuk budidaya ikan. Namun, implementasi program sertifikasi
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hak atas tanah untuk pembudidaya ikan masih belum merata di seluruh
Indonesia dan masih banyak kendala yang perlu diatasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, sertifikasi hak atas tanah telah
menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi
masyarakat pedesaan di Indonesia. Program sertifikasi hak atas tanah
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan lahan kepada
para petani dan peternak, termasuk pembudidaya ikan. Namun, penelitian
yang sistematis tentang strategi peningkatan ekonomi pembudidaya ikan
melalui program sertifikasi hak atas tanah masih terbatas.

Program sertifikasi hak atas tanah memiliki potensi besar untuk
memberikan dampak positif bagi pembudidaya ikan. Dengan memiliki
sertifikat hak atas tanah, mereka dapat merasa lebih aman dan stabil dalam
melakukan investasi jangka panjang. Kejelasan kepemilikan tanah juga
memungkinkan pembudidaya ikan untuk mengakses pembiayaan dari
lembaga keuangan untuk mengembangkan operasi mereka.

Selain itu, sertifikasi hak atas tanah dapat meningkatkan nilai aset
bagi pembudidaya ikan. Tanah yang memiliki sertifikat akan memiliki nilai
ekonomi yang lebih tinggi dan dapat digunakan sebagai jaminan atau aset
yang dapat dijual. Dengan meningkatnya nilai aset, pembudidaya ikan
memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan skala produksi dan
meningkatkan produktivitas usaha mereka.

Tujuan sertifikasi tanah, menurut Pasuhuk (2018), adalah untuk

memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta memberikan
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pemilik tanah kesempatan untuk mendapatkan kredit yang lebih mudah
(inklusivitas keuangan). Prinsip inklusi keuangan pada dasarnya
menghilangkan hambatan yang menghalangi orang untuk mendapatkan
akses ke sumber daya keuangan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan
layanan keuangan yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan dan
Pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sampai saat ini
menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Dalam
Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan,
yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok
Agraria (UUPA), yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam
rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan
bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung
unsur positif, karena akan menghasilkan surat- surat tanda bukti hak yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam
Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38
ayat (2) UUPA. Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua
cara, Yyaitu pertama-tama secara sistematik yang meliputi wilayah
satu desa atau kelurahan atau sebagiannya yang terutama dilakukan atas
prakarsa Pemerintah dan secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai
bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang

bersangkutan secara individual atau massal.
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Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas
tanah,  hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Dirjen  perikanan  budidaya @~ KKP  Slamet  Soebjakto
mengatakan dengan sertifikat yang dimiliki maka pembudidaya memiliki
peluang yang lebih besar dalam mengakses pembiayaan. Pasalnya,
masih banyak lahan produktif untuk usaha pembudidayaan ikan yang
belum bersertifikat. Sementara, harapan pembudidaya ikan untuk
mengembangkan usahanya sangat besar.

Dalam menjalankan program tersebut hingga di
Kabupaten/Kota maka Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi
Jawa Timur juga menjalankan program ini di Kabupaten/ Kota yang ada
di Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah di Provinsi
Jawa Timur yang salah satu kegiatan masyarakat nya adalah
pembudidayaan ikan. Jenis ikan yang biasanya yang di budidayakan
adalah ikan nila, ikan lele, ikan gurami, ikan patin dan juga ikan
hias. Maka dengan program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya
Ikan ( SEHATKAN) melalui pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas

Perikanan Kabupaten Malang ini diharapkan potensi perikanan yang
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ada bisa berkembang sehingga dapat meningkatkan pondasi ekonomi

masyarakat pembudidaya ikan agar mendapatkan kehidupan yang mapan.

1.2 Fokus Penelitian
Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini difokuskan pada:
1. Bagaimana Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya
Ikan (SEHATKAN) di Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pengaruh Sertifikasi ~ Hak  Atas  Tanah
Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) dalam memberdayakan ekonomi

Pembudidaya lkan di Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas
Tanah Pembudidaya lkan (SEHATKAN) dalam memberdayakan
ekonomi Pembudidaya Ikan?

2. Untuk melihat bagaimana penerapan Sertifikasi Hak Atas Tanah
Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) berdampak pada peningkatan

ekonomi pembudidaya ikan di Kabupaten Malang?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar memiliki nilai manfaat di antaranya

sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan
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khususnya dibidang hukum pertanahan dan pada umumnya dapat
memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan kebijakan
program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehatkan) dan
pengaruh terhadap Peningkatan perekonomian masyarakat di

Kabupaten Malang.

Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan
bagi pihak yang berwenang sebagai bahan membuat kebijakan yang
berkaitan dengan hukum Agraria, khususnya Sertifikasi Hak Atas Tanah
Pembudidaya Ikan (Sehatkan). Selain itu penelitian ini dapat dijadikan
tolak ukur bagi pemerintah dalam menjalankan Pemerintahan
khususnya di program Lintas Sektor antara Kementerian Kelautan dan
Perikanan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional khususnya di Kabupaten Malang untuk membantu

masyarakat dalam hal pemberdayaan ekonomi Pembudidaya ikan.
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya lkan (SEHATKAN)
di Kabupaten Malang dapat berjalan dengan baik. Tanah disertifikasi
oleh BPN dan dilanjutkan dengan MoU dengan lembaga dan bank
untuk akses pendanaan. Tanah yang telah bersertifikat dapat membantu
modal usaha dengan kredit atau dana dari APBN atau APBD.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kondisi sebelum (Pra Sertifikasi)
dan sesudah (Pasca Sertifikasi) meunjukkan pengaruh yang signifikan
terhadap akses permodalan, kepemilikan aset, dan pendapatan
masyarakat di Kabupaten Malang. Dengan demikian program Program
Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya lkan (SEHATKAN) telah
berperan dalam meningkatkan aktifitas perekonomian di Kabupaten
Malang, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan akses terhadap
permodalan kredit bank, jumlah kepemilikan aset, dan pendapatan

masyarakat.

ak Cipta Milik UNISMA



6.2 Saran

Beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait

dengan hasil penelitian ini, yaitu:

REPOSITORY

1. Saran untuk Akademisi. Penelitian lebih mendalam dari berbagai aspek
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diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang
bagaimana penelitian mendorong ekonomi masyarakat.

2. Saran untuk Pemerintah. Untuk memastikan bahwa pembudidaya ikan kecil
memiliki kepercayaan perbankan, program Sertifikasi Hak Atas Tanah
Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) harus terus berlanjut sampai seluruh
pembudidaya ikan kecil dapat memperoleh program ini untuk
memungkinkan mereka mengembangkan bisnis mereka. Selain itu,
pembudidaya harus terus mendapatkan pendampingan dalam hal akses ke
lembaga keuangan karena umumnya pembudidaya adalah masyarakat
perikanan dengan skala usaha kecil.

3. Banyak faktor yang masih mempengaruhi pelaksanaan Program Sertifikasi
Hak Atas Tanah Pembudidaya lkan (SEHATKAN) seperti keterbatasan
sumber daya manusia, karena itu perlu ditangani segera agar program

berjalan dengan baik.

ak Cipta Milik UNISMA
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